
FRAKSI Partai Golkar me-
negaskan menolak usulan 
pembentukan panitia khusus 
(pansus) Pemilu 2019. Hal itu 
merespons usulan Fraksi PKS 
dan Gerindra yang mendasar-
kan pembentukan pansus pada 
dugaan kecurangan di pemilu 
dan gugurnya ratusan petugas 
Kelompok Penyelenggara Pe-
mungutan Suara (KPPS).

Penolakan Golkar terhadap 
pembentukan pansus pemilu 
sejalan dengan sikap Fraksi 
NasDem, PDIP, dan PPP yang 
sudah terlebih dahulu me-
nyatakan menolak. Sekretaris 
Fraksi Partai Golkar di DPR, 
Adies Kadir, mengatakan Gol-
kar memandang tidak perlu 
ada pansus pemilu karena 
pemilu telah dilaksanakan de-
ngan baik. “Kami sampaikan 
Fraksi Partai Golkar menolak 
dengan tegas usul dibentuknya 
Pansus Pemilu,” ujar Adies, da-
lam konferensi pers di Gedung 
DPR, Jakarta, kemarin.

Adies mengatakan, bila ada 
pihak yang menilai masih 
adanya kecurangan atas ha-
sil Pemilu 2019, mereka bisa 
mengajukan perselisihan hasil 
pemilu ke Mahkamah Konsti-
tusi (MK). Langkah tersebut 
sesuai dengan regulasi yang 
ditetapkan konstitusi.

“Jadi silakan saja menga-

jukan perselisihan hasil pe-
milu ke Mahkamah Konstitusi 
(MK),” ungkap Adies.

Adies mengatakan memang 
masih adanya kekurangan di 
Pemilu 2019. Namun, hal itu 
masih bisa diatasi KPU dan juga 
Bawaslu.

Ia  pun menyampaikan 
belasungkawa atas mening-
galnya petugas KPPS, ter-
masuk  Panwaslu di berbagai 
 tingkatan. 

“Ikut  berbelasungkawa 
 sedalam-dalamnya atas wafat-
nya orang di jajaran KPUI dan 
Bawaslu di berbagai tingkatan 
di seluruh Indonesia sebagai 
pahlawan demokrasi,” ungkap 
Adies.

Di kesempatan terpisah, 
 tokoh nasional yang mendu-
kung pasangan calon Prabowo 
 Subianto-Sandiaga Uno, Rizal 

Ramli, menantang data keme-
nangan calon presiden dan 
wakil presiden nomor urut 
01.    

“Saya akan membawa ahli 
IT dan ahli statistik untuk me-
nantang debat secara terbuka 
dengan KPU dan pihak yang 
mengaku memiliki data keme-
nangan paslon nomor urut 01 
untuk berdebat secara terbuka, 
dan disiarkan media televisi,” 
tegas Rizal Ramli, di Jakarta, 
kemarin.   

Menurut Rizal, tantangan 
debat publik terkait dengan 
penghitungan suara Pilpres 
2019 adalah bagian dari pem-
belajaran demokrasi serta 
menyelamatkan kedaulatan 
rakyat. Tantangan debat itu 
juga semata-mata untuk men-
jalankan prinsip demokrasi, 
yakni, bebas, adil, dan jujur.   

“Kalau merasa punya komit-
men menjaga demokrasi dan 
ingin menegakkan kedaulat-
an rakyat, harusnya mereka 
mau menerima tantangan 
saya,” kata mantan Menko 
 Kemaritiman ini. 

Sebelumnya, anggota Dewan 
Pakar BPN Laode Kamaluddin 
mengungkapkan, berdasar-
kan data sistem informasi 
Direktorat Satgas BPN, per-
olehan suara Prabowo-Sandi 
unggul. Hingga Selasa (14/5), 
pasangan Prabowo-Sandiaga 
diklaim memperoleh suara 
54,24%, sedangkan pasangan 
Jokowi-Ma’ruf Amin memper-
oleh suara 44,14% suara. (Pro/
Ant/P-2)

“Jadi silakan saja 
mengajukan 
perselisihan 
hasil pemilu 
ke Mahkamah 
Konstitusi (MK).”
Adies Kadir
Sekretaris Fraksi Partai Golkar
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 KEMENTERIAN Kesehatan melakukan 
pengembangan investigasi penyebab 
kematian pada petugas Pemilu 2019 
berupa audit medik dan autopsi verbal. 
Langkah tersebut dilakukan dengan 
menggandeng lembaga independen.

Audit medik digelar untuk petugas 
yang meninggal di rumah sakit. Adapun 
untuk petugas pemilu yang meninggal 
di luar rumah sakit dilakukan autopsi 
verbal oleh Asosiasi Institusi Pendidikan 
Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang di-
pimpin Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI).

“Autopsi verbal bukan autopsi foren-
sik. Ini dilakukan untuk mengetahui 
penyebab kematian dengan wawancara 
kepada keluarga atau orang terdekat-
nya,” ujar Menteri Kesehatan Nila F 
Moeloek melalui siaran pers, kemarin.

A u t o p s i  v e r b a l ,  i m b u h n y a , 
 ke te pat an nya mencapai 80%. Ia men-
jelaskan penelitian bersama tim inde-
penden dilakukan dengan metodologi 
ilmiah case control. Artinya, kasus yang 
meninggal dibandingkan dengan hal 

yang sama dari sisi beban, umur, dan 
sebagainya. 

Dari sana, dapat diketahui penye-
bab kematian, apakah ada penyakit 
atau tidak adanya penyakit. Penelitian 
juga bisa untuk melihat faktor risiko 
pekerjaan akibat beban kerja karena 
lamanya waktu bekerja atau karena 
lingkungan.

“Autopsi based on evidence untuk 
petugas pemilu ini,” tutup Menkes.

Direktur Jenderal Pelayanan Ke-
sehatan pun telah mengirim surat 
edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan 
Provinsi untuk melakukan pemeriksaan 
kepada petugas-petugas KPPS yang sa-
kit.

“Upaya dalam pencatatan dan pen-
dataan terus-menerus kami lakukan 
untuk mengetahui penyebab kematian 
ataupun kesakitan yang terjadi pada 
petugas KPPS dalam penyelenggaraan 
pemilu ini,” jelasnya.

Data dari KPU menunjukkan petugas 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) yang meninggal yaitu se-

banyak 485 orang dan yang sakit 10.997 
orang. Seluruh Dinas Kesehatan telah 
melaksanakan audit medik kematian 
yang terjadi di rumah sakit. 

Dari hasil audit tersebut telah ter-
kumpul data sebanyak 39% dan data 
kesakitan terkumpul dari 24 provinsi. 
Data tersebut menyatakan bahwa data 
kesakitan terbanyak berada di Provinsi 
Banten dan DKI Jakarta, sedangkan data 
kematian tertinggi berada di Provinsi 
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Te-
ngah.

Kemudian pada data kematian, terbe-
sar dari kelompok usia lanjut, yaitu 
sebanyak 58% berusia di atas 50 tahun, 
bahkan sampai usia 70 tahun. Data 
penyebab kematian terbesar 51% dise-
babkan penyakit kardiovaskular atau 
jantung, termasuk juga stroke. 

Penyebab kematian lainnya meliputi  
hipertensi, gagal pernapasan, asma, 
gagal ginjal, diabetes melitus, dan le-
ver. Kemudian sebanyak 9% kematian 
petugas disebabkan oleh kecelakaan. 
(Ind/P-2)

 Pansus Pemilu 
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SEPULUH tokoh pemimpin muda 
menggelar rapat tertutup di Mu-
seum Kepresidenan Balai Kirti, 
Kompleks Istana Bogor, Jawa 

Barat, kemarin. Mereka merumuskan 
strategi perdamaian jelang pengumum-
an hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2019 pada 22 Mei mendatang . 

Hadir dalam rapat itu Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Te-
ngah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa 
Tenggara Barat (NTB) Zulkiefl imansyah, 
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin 
Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur 
Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar 
Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan 
 Airin Rachmi Diany, Direktur Wahid 
Foundation Yenny Wahid, Ketua Ko-
mando Tugas Bersama (Kogasma) Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, 
dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto 
selaku tuan rumah.

Sedianya acara tersebut dihadiri juga 
Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun, 
menurut Bima Arya, Anies Baswedan 
batal hadir karena menghadiri syukur-
an Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta yang baru saja menerima 
predikat wajar tanpa pengecualian 
(WTP) dari BPK. 

“Mas Anies sempat oke. Pertama Mas 
Anies sangat responsif, tadi pagi juga 
oke. Tapi mendadak tadi menjelang sore 
dikabari ternyata ada syukuran,” ujar 
Bima Arya yang juga menjabat sebagai 
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Na-
sional (PAN). 

Mereka yang hadir kompak menggu-
nakan setelan putih-hitam, terkecuali 
Ganjar Pranowo yang mengenakan lurik 
lengkap dengan blankon.

Mereka datang bersamaan dari Kan-
tor Wali Kota Bogor di Jalan Juanda 
atau jaraknya hanya sekitar 300 meter. 
Mereka menaiki Uncal, bus wisata khas 
Kota Bogor. Suasana ruangan rapatnya 
santai, tapi sedikit formal dengan meja 
dan kursi setengah lingkaran.

Acara rapat bertajuk Silaturahmi 
Bogor untuk Indonesia tersebut digagas 
Bima Arya. Menurut Bima, ia bersama 
sembilan tokoh muda yang hadir me-
miliki kepentingan yang sama, yakni 
menginginkan Ramadan lebih menge-
depankan suasana yang sejuk di tengah 
hiruk pikuk pemilu. 

Bima berharap pertemuan ini bisa 
menginspirasi masyarakat  Indonesia 
untuk membangun kebersamaan. 
“Kita ingin Indonesia yang damai, se-
luruh pembicaraan tadi energi positif 
dan  optimistis membangun Indonesia 
 dengan cara yang damai,” kata Bima. 

Bima pun menjawab diplomatis ketika 
ditanya apakah kegiatan tersebut sudah 
ada sebelum pemilu, atau baru digelar 
sesudah pemilu. 

“Sebetulnya kami sering bertemu 
dalam berbagai hal. Kami sering ber-
temu, ya cuma sekarang ini pas bulan 
Ramadan aja, Ramadan ini, saya kira 
penting untuk mencontohkan bahwa 
kita juga cinta silaturahim dan kita 
menempatkan persahabatan di atas 
segalanya. Kemanusiaan di atas politik,” 
pungkasnya. 

Tunggu hasil
Agus Harimurti Yudhoyono atau yang 

kerap disebut AHY menyampaikan per-
temuan itu merespons kekhawatiran 
atas perkembangan situasi di Tanah 
Air saat ini. 

“Ternyata sampai hari ini perselisih-
an karena beda pilihan masih berlarut. 
Pertanyaannya, sampai kapan? Mudah-
mudahan kebersamaan kami mengin-
spirasi generasi muda khususnya yang 
juga aktif dalam proses politik,” kata 
AHY seusai rapat.    

Menurut AHY, Ramadan ini harus 
digunakan masyarakat Indonesia seba-
gai momentum meredakan ketegangan 
pascapemilihan sembari menunggu 
hasilnya pada 22 Mei 2019.

“Jangan sampai perbedaan identitas 
di antara kita membuat negara kita 
 semakin terpecah, justru perbedaan 
itu kekuatan bangsa ini. Semoga kita 
semua semakin dewasa dan bijak-
sana. Kita tunggu hasil,” tandas AHY. 
(Ant/P-2)   

 Sepuluh Pemimpin Muda 
Serukan Perdamaian
Pertemuan tokoh muda politik dan kepala daerah 
di Bogor tersebut merespons kekhawatiran atas 
perkembangan situasi di Tanah Air saat ini.


